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BUPATITASIKMALAYA 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 47 TAHUN 2012 

TENTANG 

SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DILENGKAPI DENGAN SISTEM DAN 
PROSEDUR PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TA IKMALAYA 

E G HMATTU A YA G 

BUPATI TASIKMALAYA 

ESA 

Menimb g : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 187 yat (4) 
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor Tahun 
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Da rah, 
perlu disusun sistem dan prosedur penge101aan keu angan 
daerah; 

Mengingat 

b. bahwa sistem dan prosedur pengelolaa keuanga n daerah 
memuat sistem n tansi yang dilengkapi denga n sistem 

an prose r pe a taus aan dan e tanggu gjawaban 
keuangan; 

c . bahwa berda a r an . er imbangan seba a imana d imaksud 
dalam hu a da h u b , erlu men a pkan Peraturan 
Bupati Tasikmalaya tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi 

'lengka i deng n Sis em d ose u r n a ta sahaan 
dan Per anggungjawa ban Keuangan Pemerintah Ka bupaten 
Tasi alaya. 

nd n g-Un dang Nom r 4 Tahun 950 tentang 
embentukan h - a erah Kabupate Dalam L'ngkungan 

Propinsi Jawa Barat ( erita egara Tahun 1950) 
sebagaimana telah di bah dengan U dan g-Un dang Nomor 4 

h n 1968 e g Pe bent kan Ka bupa ten Purwakarta 
an Kabupa en S ban engan Me gu ah Undang-Undang 
omor 14 Tahun 195 ten g Pemb ntu kan Daerah-Daerah 

Ka u ate Dal ingkun an Propinsi Jawa Barat 
(Lembaran Nega ra epubl"k Indonesia Tahun 1968 

Nomor 31, Tamba han mbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan N egara yang Bersih dan Be bas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembara n Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66 , Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia 

omor 4400) ; 
6 . ndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pem rintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang ornor 12 Tahun 2008 tentan g Perubahan 
Kedu a Atas Undang-u ndang Nomor 32 Tah un 2004 tentang 
Pemerin tahan daerah (Lembaran Negara publik Indonesia 
Tah n 2008 ornor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Re ublik Indonesia Nomo 4844); 

7 . U dang-Un ang omor 33 Tahun 2004 tentang Pe 'mbangan 
uangan antara P merintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

8 . Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyele ggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik In donesia 
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4090); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia 
Nomor 4502); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nornor 136, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nornor 139, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 



Menetapkan 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran egara Repu blik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pen gelolaan Uang Negara/Daerah (Lem baran Negara 
Re blik Indonesia Tahu n 2007 Nomor 3 Tambahan 
Lembaran Negara epublik Indone ia Nomor 4738); 

7 . eratu ran Pemerintah omor 7 1 Tahun 2 1 ten tang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

epubl"k Indonesia ahun 20 10 omor 123, Tambahan 
Lembaran Negara epublik Indonesia omor 5 6 ); 

18. Pe a t ran Menteri Dalam Negeri omor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapakali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 ten tan g Perubahan Ked a Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20 6 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahu 2008 
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan poran 
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

2 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG SISTEM DAN 
PROSEDUR AKUNTANSI DILENGKAPI DENGAN SISTEM DAN 
PROSEDUR PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 
KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA. 
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Pasall 

Sistem dan Prosedur Akuntansi yang dilengkapi dengan Sistem dan Prosedur 
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Kabupaten 
Tasikmalaya terdiri atas : 
a. Sistem dan Prosedur Akuntansi; 
b. Sistem dan Prosedur Penerimaan Daerah; dan 
c. Sistem dan Prosedur Pengeluaran Daerah; 
yang dilaksanakan oleh Pernerintah Kabupaten Tasikrnalaya dalarn rangka 
pengelolaan keuangan daerah. 

Pasa1 2 

Sistern dan Prosedu r Akuntansi yang dilengkapi dengan Sistern dan Prosedur 
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pem rintah Kabupaten 
Tasikmalaya ang mengatur langkah-Iangkah dan prose u r dalarn rangka 
rneningkatkan kualitas pen gelolaan keuangan daerah yang baik. 

Pasal 3 

Sistern dan rosedur Akuntansi mengatur: 
a. Sistern dan pr sedur akuntansi di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) ; 
b . Sistern dan pro e akuntans· d · PKD Pejabat Penge 0 a K angan Daerah); 

dan 
c . Sistem dan osedur Penyus an Pelaporan Keuangan; 
dalarn rangka rnernenuhi tujuan akun tabilitas sebagairnana di eta pkan oleh 
peraturan perunda ng-undangan. 

Pa sal4 

Sistem dan Prosedur Penerimaan Daerah mengatur: 
a. Sis em dan prosedur pendapatan daerah rnelalui Bendahara Penerimaan; 
b. Si tern dan prosedur pendapatan daerah rnelalui Bendahara en rirnaan 

Pem bantu; 
c. Sis em dan prosedur pendapatan daerah melalui rekening Kas Daerah; 
d. Sistern dan prosedur pendapatan daerah melalui badan atau Ie baga 

keu gan lain; 
e. Sistem dan prosedu r pendapatan daera h rnelalui bendahara penerirnaan 

PPKD; 
f. Sistem dan prosedur pertanggungjawaban bendahara pen erimaan; dan 
g. Sistem dan prosedur pertanggungjawaban bendahara pe erimaan pembantu; 
dalarn rangka rnemenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal5 

Sistem dan Prosedur Pengeluaran Daerah mengatur: 
a. Sistern dan prosedur pernbuatan Surat Penyediaan Dana; 
b . Sistern dan prosedur pengajuan Surat Perrnintaan Pernbayaran (SPP); 
c . Sistem dan prosedur penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM); 
d. Sistern dan prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 
e. Sistem dan prosedur pelaksanaan belanja untuk penggunaan Uang 

Persediaan (UP); 
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f. Sistem dan prosedur pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 
pengeluaran; 

g. Sistem dan prosedur pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 
pengeluaran pembantu; 

dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh 
peraturan perundang-undangan. 

Pasa16 

Rincian danl atau uralan mengenai Sistem dan Prosedur Akuntansi yang 
dilengkapi dengan Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Pertanggungjawaban 
Keuangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tercantum dalam Lampiran 
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasa17 

Pad a saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tasikmalaya 
Nomor 11 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasa18 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 
pada tanggal 21novemb€ 201 ~ 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA, 

Ditetapkan di Singaparna 

pada tanggal 20 r,Elvember 201 2 

! ~UPATI TASIKMALI').YAr 

~UU RUZHANUL ULUM L,-

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2012 NOMOR 47 
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